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Perjalanan Reformasi Polri

1999: Pemisahan Polri dan TNI dengan
Instruksi Presiden No. 2/1999
2000: Polri langsung di bawah Presiden
dengan Keputusan Presiden No.
89/2000
2002: Disahkannya UU Polri

IDSPS, AJI, dan FES, 2009



Unsur Reformasi Polri 

Struktural: Kelembagaan, organisasi, susunan dan kedudukan
Instrumental: Filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi,
fungsi, IPTEK
Kultural: Norma, nilai, tatakrama, sikap

Siregar, 2014



Tuntutan Reformasi Polri 2025
1.Pembenahan menyeluruh institusi Kepolisian, baik pada aspek sistem,

kewenangan, struktur, hingga kultur. 
2.Menghentikan upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP

dan merombak.
3.Pembentukan tim Reformasi Kepolisian memiliki kewenangan yang efektif,

independen, dan transparan.
4.Model rekrutmen dan pendidikan Polri.
5.Penguatan pemahaman akan HAM.
6.Transparansi dan akuntabilitas lembaga.
7.Perlunya pengawasan secara kelembagaan.
8.Pertanggungjawaban atas aksi penangkapan dan kekerasan.
9.Pembebasan seluruh massa aksi 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, 2025; UGM, 2025; 
BEM SI, 2025; Gerakan Nurani Bangsa, 2025



Tantangan Menuju Reformasi Polri

1.Kendala struktural: hierarkis, distribusi pemajuan HAM
tidak merata, minim ruang diskusi dengan masyarakat sipil.

2.Kendala kultural: budaya organisasi yang militeristik,
pendekatan represif

3.Sanksi dan pengawasan yang lemah
4. Intervensi politik

Siregar, 2014



Perkembangan Saat ini

detik.com, 28/9/2025; nasional.kompas.com, 27/10/2025



Rekomendasi
1.Presiden dan DPR RI: Segera menghentikan pembahasan dan pengesahan RUU KUHAP yang berpotensi memperkuat

kewenangan represif aparat penegak hukum. Membentuk Tim Reformasi Kepolisian yang bersifat independen, transparan,
dan memiliki kewenangan nyata untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem, struktur, dan kultur Polri.

2.Tim Reformasi Kepolisian (yang dibentuk Presiden dan DPR): Melakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi Polri,
meliputi: a. Sistem kerja dan rantai komando, b. Pembagian kewenangan antara fungsi penegakan hukum dan keamanan
publik, c. Struktur organisasi yang lebih ramping dan profesional, d. Pembenahan kultur agar berorientasi pada pelayanan
publik, bukan kekuasaan.

3.Kapolri dan Internal Polri: Mereformasi sistem rekrutmen dan pendidikan agar berbasis merit, menjunjung hak asasi
manusia, dan menghapus praktik kekerasan serta diskriminasi dalam proses pendidikan. Memperkuat pemahaman dan
pelatihan HAM di setiap jenjang kepolisian agar menjadi standar perilaku dan penegakan hukum. Menjamin transparansi
dan akuntabilitas lembaga, termasuk membuka akses publik terhadap proses penyelidikan, penggunaan anggaran, dan
mekanisme penegakan disiplin anggota.

4.Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, dan DPR: Memperkuat sistem pengawasan eksternal terhadap
Polri agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berorientasi pada perlindungan warga. Melakukan
evaluasi rutin terhadap tindakan kepolisian, khususnya dalam kasus penggunaan kekerasan, penangkapan sewenang-
wenang, dan pelanggaran etik.

5.Polri dan Pemerintah Daerah: Memberikan pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan dan penangkapan terhadap
massa aksi, termasuk memulihkan hak-hak korban dan memastikan proses hukum terhadap pelaku. Segera membebaskan
seluruh massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang dalam aksi unjuk rasa.
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